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ABSTRAK

Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing masih menjadi permasalahan
serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Aktivitas illegal
fishing tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak
pada kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan lokal. Meskipun
pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi masalah
ini, praktik penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi di berbagai wilayah
perairan Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur berbagai aspek
terkait pengelolaan sumber daya perikanan serta sanksi terhadap pelanggaran yang
terjadi. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencurian ikan oleh kapal asing di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan,
luasnya wilayah perairan Indonesia, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum
yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan upaya penindakan terhadap pelaku
illegal fishing belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan tindak pidana
pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia serta
mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan hukum primer
maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum yang mengatur mengenai
penanggulangan illegal fishing sebenarnya telah cukup memadai. Namun,
efektivitas penegakan hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal
koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum,
serta penguatan sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya
perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencurian ikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek
jera bagi para pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencurian Ikan; Kapal Asing; Perairan

Indonesia.



ABSTRACT

lllegal fishing conducted by foreign vessels remains a serious problem in
the management of marine resources in Indonesia. This activity not only causes
economic losses to the state but also threatens the sustainability of marine
ecosystems and the welfare of local fishermen. Although the Indonesian government
has established various regulations to address this issue, illegal fishing practices
still frequently occur in several Indonesian waters. One of the regulations
governing this matter is Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, which is an
amendment to Law Number 31 of 2004. This regulation covers various aspects
related to fisheries resource management and sanctions for violations committed in
Indonesian waters. However, the implementation of law enforcement against
criminal acts of fish theft by foreign vessels in the field still faces various obstacles.
These challenges include limited surveillance facilities and infrastructure, the vast
territorial waters of Indonesia, and less-than-optimal coordination among law
enforcement agencies. These conditions make the enforcement efforts against
illegal fishing activities not yet fully effective. This research aims to analyze
national legal regulations related to criminal acts of fish theft by foreign vessels in
Indonesian waters and to identify the obstacles encountered in their
implementation. The research method used in this study is normative juridical
research with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal
materials relevant to the issue being studied. The results of the study indicate that,
normatively, the legal framework regulating the prevention and handling of illegal
fishing is relatively adequate. However, the effectiveness of law enforcement still
needs improvement, particularly in terms of coordination among related
institutions, strengthening the capacity of law enforcement officers, and improving
monitoring systems in Indonesian waters. With improvements in these aspects, it is
expected that law enforcement against fish theft can be carried out more effectively
and provide a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Law Enforcement; Illegal Fishing; Foreign Vessels; Waters of

Indonesia.



	3bd16136659d8c42eb48abf30350b651d383c32286c1f04c8e12e68710559084.pdf
	5f162a2b0de52902b40ad523aaa275141e0186df2ec96dbaeaffd3c63b08880a.pdf
	3bd16136659d8c42eb48abf30350b651d383c32286c1f04c8e12e68710559084.pdf

